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ABSTRAK 

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue 

MEIDl GUNAWAN 
di sdikgunawan@ gmai l.com 

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuk:a 

Berbagai kebijakan telah diberlakuk:an oleh pemerintah untuk: mendorong 
profesional aparatur, pada kenyataannya belum optimal dilaksanakan, adapun 
birok:rasi pada sektor pemerintah mencakup bidang tugas yang sangat luas, 
komplek dan melibatkan bentuk: organisasi yang berskala besar dengan jumlah 
personil yang banyak untuk: melaksanakan penyelenggaraan Negara, pemerintah, 
termasuk: pelayanan umum dan pembangunan. Maka dibutuhk:an kemampuan 
aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik, adil dan 
memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai 
penyelenggara pemerintahan, abdi Negara dan abdi masyarakat. Tujuan penelitian 
ini untuk: mendeskripsikan dan menganalisis profesionalisme aparatur sipil Negara 
Dinas Kependuduk:an dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dilihat dari aspek 
responsivitas, akuntabilitas, inovasi, kompetensi dan keterampilan serta untuk: 
mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan atau faktor-faktor 
penghambat dan penduk:ung yang dihadapi aparatur dalam mengembangan aparat 
yang profesional di Dinas Kependuduk:an dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Simeulue. Metode analisis penelitian kualitatif ini, memakai model analisis 
interaktif Miles dan Huberman. Dengan tahapan-tahapan : (a) Reduk:si Data; (b) 
Penyajian Data; dan (c) Penarikan Kesimpulan!V erifikasi. Hasil pembahasan 
penelitian ini, menunjuk:kan profesionalisme aparatur di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue relatif masi!J. rendah dan perlu ditingkatkan. 
Belum semua jenis pelayanan yang diberikan dapat dilakuk:an secara profesional 
dan dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, masih sebagian 
dari pelayanan publik: yang mampu diselenggarakan secara profesional, responsif, 
akuntabel, inovatif, sesuai dengan kompetensi dan keterampilan. 

Kata Kunci : Profesionalisme aparatur, responsifitas, akuntabilitas, inovasi, 
kompetensi dan keterampilan 
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ABSTRACT 

Apparatus professionalism of the Civil State Office of Population and Civil 
Registration Simeulue 

MEIDl GUNAWAN 
disdikgunawan@gmail .com 

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka 

Many more policy have been established by government in order to improving 
professionalism of apparatur but not be optimum applied it yet, as for 
bureaucracy in the government sector covers a very wide field of tasks, complex 
and involves a large-scale forms of organization with a lot number of personnel to 
carry out the implementation of the State, government, including public services 
and development. Then the required professional capability of personnel in 
providing good service, fair and have the responsibility in accordance with the 
duties and functions as government administrators, servants of the State and 
public servant. The purpose of this study is to describe and analyze the 
professionalism of the apparatus of Population and Civil Registration Simeulue 
seen from the aspect of responsiveness, accountability, innovation, competence 
and skill as well as to describe and analyze the barriers barriers or factors 
inhibiting and supporting personnel faced in developing professional personnel in 
the Department of Population and Civil Registration Simeulue District. The 
method of analysis of this qualitative study, using an interactive model Miles and 
Huberman. With stages stages : (a) Reduction of Data; (b) Presentation of Data; 
and (c) Withdrawal Conclusion I Verification. Discussion of the results of this 
study, shows the professionalism of officials in the Department of Population and 
Civil Registration Simeulue district still relatively low and needs to be improved 
Not all types of services provided can be done in a professional manner and to 
satisfy the public as service users, is still part of the public service that is able to 
be held in a professional, responsive, accountable, innovative, in accordance with 
the competencies and skills. 

Keywords Apparatus professionalism, responsiveness, accountability, 
innovation, competence and skills. 
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BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

1. Keadaan Geografis. 

Kabupaten Simeulue dengan Ibukotanya Sinabang terletak di sebelah 

Barat Daya Provinsi Aceh yang Pemerintahannya terbagi ke dalam 10 

kecamatan dengan 138 desa di dalamnya Berdasarkan Qanun Nomor 6 

Tahun 2007 Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Kabupaten Simeulue terdiri dari 44 SKPK. Kabupaten Simeulue berada 

kurang lebih 150 km dari lepas pantai Barat Aceh, Kabupaten Simeulue 

berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan 

pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. lbukota Kabupaten 

Simeulue adalah Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur yang terletak 

diujung Timur Pulau Simeulue merupakan bagian dari Kabupaten 

Simeulue yang terdiri dari 10 Kecamatan. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue berada di Ibukota Kabupaten 

Simeulue yaitu Sinabang Jl. Syariah Desa Amiria Bahagia Kecamatan 

Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. 

2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Sebagai salah satu instansi yang langsung berhadapan dengan masyarakat 

dalam hal pelayanan penerbitan dan pencatatan akta catatan sipil, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue memiliki Visi 

57 
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"Terciptanya ldentitas Penduduk" dengan penjelasan vtst sebagai 

berikut: 

I . Menciptakan pelayanan yang prima. 

2. Menjalankan tugas dan fungsi secara profesional. 

3. Membangun sistem administrasi pemerintahan yang baik. 

4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur. 

Visi tersebut masih berbentuk abstrak dan sebagai upaya untuk mencapai 

visi tersebut maka dirumuskan Misi "Pelayanan Prima Kepada 

Masyarakat Dalam Bidang Administrasi Kependudukan" dengan 

penjelasan misi sebagai berikut sebagai langkah konkrit untuk mencapai 

visi tersebut: 

I . Memberikan pelayanan yang adil, murah, transparan dan berkualitas. 

2. Mengadakan kegiatan tatap muka dengan masyarakat. 

3. Mengadakan kegiatan pemberian akta kelahiran secara gratis. 

4. Mengadakan pelatihan dan pendidikan (formal dan informal) bagi 

aparatur. 

5. Mengadakan pembinaan organisasi dan tata laksana organisasi. 

6. Memperbaiki dan menambah infrastruktur organisasi. 

7. Memberikan insentif kepada aparatur dalam setiap tahunnya. 

3. Kedudukan, Tugas dan fungsi. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue 

mempunyai tugas umum sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di 

bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan 

ketransmigrasian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Simeulue. 

Untuk melaksanakan tugasnya mak~ Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas. 

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 

panJang 

c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, 

catatan sipil, mobilitas penduduk dan ketransmigrasian. 

d. Pembinaan teknis dibidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas 

penduduk dan ketransmigrasian di daerah. 

e. Pembinaan terhadap kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk 

dan ketransmigrasian 

f. Pemberian rekomendasi di bidang kependudukan, catatan sipil, 

mobilitas penduduk dan ketransmigrasian. 

g. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan daerah dan produk 

hukum dibidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan 

ketransmigrasian 

h. Pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan, catatan sipil, 

mobilitas penduduk dan ketransmigrasian 

1. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas 

4. Kepegawaian. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue didukung oleh 38 (tiga puluh 

delapan) orang dengan rekapitulasi data sebagai berikut: 
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Tabel.l. 
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue Tahun 2015 

No 

1 
2 
3 
4 
5 

Golongan Tingkat Pendidikan Jenis 
kelamin /Ruang 

SMA 03 S1 S2 Lk Pr 
IV a- IV b - - 3 - 1 2 
Ill a-111 d - 3 13 - 5 11 
II a-ll d 7 1 - - 6 2 
I a-1 d 1 - - - 1 -
Honorer 10 - - - 7 3 
Jumlah 18 4 16 - 20 18 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sim.eulue, 2015. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel tersebut bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dalam menjalankan 

tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik terdiri dari dua-puluh 

delapan orang (28) PNS, Pegawai Honorer terdiri dari sepuluh (1 0) orang, yang 

sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 18 (delapan -belas) orang, 

sedangkan yang berpendidikan S.l berjumlah 16 (enam-belas) orang atau hanya 

50 % dari pegawai yang berpendidikan SMA dan tidak seorangpun yang 

berpendidikan Starata 2. Namun diantara 18 (delapan-belas) pegawai yang 

berpendidikan SMA tersebut saat ini sedang melanjutkan studi kejenjang S.1 dan 

seorang pegawai yang berpendidikan S.l sedang melanjutkan pendidikan ke 

jenjang S.2. akan tetapi semua pegawai yang sedang melanjutkan studi mereka 

membiayai sendiri tanpa mendapatkan bea-siswa dari pemerintah. Fenomena 

tersebut perlu mendapat perhatian serius Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue untuk membantu pembiayan studi para pegawai yang 

sedang melanjutkan sekolah. 
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5. Struktur Organisasi. 

Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, maka berdasarkan Qanun atau 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah 

Kabupaten Simeulue dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007, tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue, 

malca disusunlah struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

3. Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

4. Kepala Bidang Kependudukan 

5. Kepala Bidang Infonnasi dan Perkembangan Kependudukan 

6. Kepala Bidang Pencatatan Sipil. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sekretariat terdiri dari : 

a Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

b Sub Bagian Keuangan. 

c Sub Bagian Kepegawaian. 

Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan terdiri : 

a. Seksi Data dan Informasi 

b. Seksi Penyusuan Program 
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a. Seksi Pelayanan Penda:ftaran Penduduk dan system Informasi 

Kependudukan 

b. Seksi Verifikasi dan V alidasi Data 

c. Seksi Pengelolaan Identitas dan Mutasi Data Penduduk. 

Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 

a. Seksi Pencatatan Peristiwa Kelahiran dan Kematian 

b. Seksi Penerbitan Akta dan Pemeliharaan Register Akta 

c. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian 

Bidang Informasi dan Perkembangan Penduduk terdiri dari : 

a. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan. 

b. Seksi Penataan dan Perkembangan Pendudukan. 

c. Seksi Monitoring dan Dokumentasi. 
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Gambar2 
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue 
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Simeulue, 2015. 

Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue. Untuk 

menyelenggarakan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue, mempunyai kewenangan sebagai berikut : 
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a Melaksanakan perumusan kebijakan dan bimbingan dibidang 

penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk mobilitas 

penduduk dan ketransmigrasian. 

b Menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan yang meliputi 

kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, 

kematian, kedatangan dan kepindahan serta kegiatan lain yang 

berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan 

penduduk. 

c Melakukan penelitian atas persyaratan pendaftaran dan pencatatan 

penduduk. 

d Menerbitkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk 

Kependudukan, Nomor Induk Sementara, Aleta Kelahiran, Aleta 

Perkawinan, dan Aleta Perceraian, Aleta pengakuan dan pengesahan 

anak, Aleta Pengangkatan Anak, serta surat-surat keterangan 

pendaftaran dan pencatatan penduduk lainnya. 

e Menyelenggarakan kegiatan perubahan terhadap penertiban hasil 

pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan 

mutasi/perubahan biodata penduduk. 

f Menyelesaikan sengketa pendaftaran dan pencatatan penduduk. 

g Melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa dan penyajian hasil 

pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk keperluan instansi lain 

dan masyarakat. 
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h Menyimpan dan memelihara arsip pendaftaran penduduk dan register 

akta kelahiran penduduk. 

Menyusun pedoman mobilitas penduduk dan ketransmigrasian. 

J Pemanta~ evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan, catatan 

sipil, mobilitas penduduk dan ketransmigrasian. 

6. Jenis-Jenis Pelayanan. 

Jenis-jenis pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri seperti 

yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 

Tahun 2012 pelayanan Dokumen Kependudukan yang mencakup 

pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan Pencatatan Sipil. 

Peraturan SPM pendaftaran penduduk meliputi dokumen KK dan 

dokumen KTP, sedangkan untuk pencatatan sipil meliputi dokumen akta 

kelahiran dan dokumen akta kematian. 

B. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue 

Dengan berlandaskan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi 

oleh aparatur birokrasi Indonesia maka sebagai upaya untuk memperbaiki 

berbagai kelemahan dan mengantisipasi perubahan lingkungan maka diperlukan 

sebuah pemikiran untuk membangun aparatur birokrasi Indonesia yang 

handal, profesional dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta etika 
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profesi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan 

pembangunan dan penyelenggara pelayanan publik. 

Mengingat urgensitas peran aparatur dalam menyelenggarakan peran 

dan fungsinya, perlu kiranya dicari dan dirumuskan suatu pendekatan 

strategis untuk membangun wajah baru aparatur profesional yang handal, 

tanggap, inovatif fleksibel dan tidak prosedural dalam memberikan pelayanan 

dan penyelenggaraan pembangunan 

Istilah Profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan 

keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan 

tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan (fitness) antara 

kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan 

kebutuhan tugas (task-requirement). Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan 

dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang 

profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arab dan 

tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. 

Menurut Sianipar (2001: 14) dalam Sundarso, dkk (2006) bahwa 

untuk menjadi seorang professional dalam memberikan pelayanan aparatur 

Negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas 

masing-masing sebagimana dinyatakan bahwa pelayanan professional adalah 

kemampuan seseorang yang miliki profesi melayani kebutuhan orang lain 

atau professional menanggapi kebutuhan orang lain atau professional 

menanggapi kebutuhan khas orang lain. 
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Sedangkan pengertian profesionalisme menurut Departemen Dalam 

Negeri (2004 : 13) adalah merupakan kehandalan dalam pelaksanaan tugas 

sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan 

dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Menurut 

K.amus Besar Bahasa Indonesia profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak 

tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melayani 

kepentingan masyarakat dibutuhkan atau diperlukan konsentrasi yang maksimal 

. dari petugas. Maka diharapkan pelaksanaan pekerjaan yang sepenuh hati dan 

penuh rasa tanggung jawab agar masyarakat yang dilayani merasa 

terpuaskan kebutuhannya. Apabila kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan sanggat tinggi maka hal tersebut dapat menjadi indikator kualitas 

organisasi pemeriJitahan yang objektif dan efesien. 

Profesionalisme aparat sebagai bentuk dari kemampuan seorang aparat 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif serta mampu merespon 

dinamika lingkungan nasional maupun global termasuk perkembangan kebutuhan 

dan tuntutan masyarakat dengan menciptakan inovasi-inovasi bam guna 

tercapainya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang 

profesional namun tetap menjadikan tujuan organisasi sebagai acuan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil penelitian dan survey serta wawancara di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi pada Bidang yang ada 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue yakni 
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Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Informasi dan 

Perkembangan Penduduk, Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan 

serta Bidang Sekretariat, umumnya mempunyai tugas dan fungsi yang tidak 

jauh berbeda, bahkan cenderung sama kecuali hanya item fungsi tertentu 

yang memberikan karakteristik setiap bidang. Hal ini mengindikasikan bahwa, 

penetapan tugas dan fungsi aparatur pada bidang tersebut belum menunjukkan 

variasi dan dinamisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya 

Sebagaimana dikemukakan Richard Hall (1968) dalam So bur (200 1) 

bahwa, cara pandang para profesional terhadap profesinya yang tercermin dari 

sikap dan perilaku mereka, dengan berasumsi bahwa ada hubungan timbal 

balik antara sikap dan perilaku yaitu perilaku profesionalisme merupakan 

refleksi dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya. Profesionalisme 

aparat dalam birokrasi pemerintahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

kepandaian khusus untuk menjalankan sistem yang menjalankan sistem 

pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ancok 

(1999: 97) bahwa profesionalisme adalah "kemampuan beradaptasi terhadap 

lingkungan yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

mengacu kepada visi dan nilai-nilai organisasi". 

Pada penelitian ini untuk mengukur profesionalisme aparatur pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dengan menggunakan 

a5pek sebagai berikut : 
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1. Profesionalisme dari aspek Responsifitas 

Responsivitas adalah daya tanggap birokrasi untuk mengenali kebutuhan, 

menyusun agenda dan prioritas serta mengembangkan program-program yang 

seswu dengan asprrast dan kebutuhan masyarakat. Responsibilitas 

menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan 

kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit Levine (1990) 

dalam Dwiyanto (2006; 51). 

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sepanjang tahun 2014-2015 guna merespon aspirasi publik 

dan kemajuan teknologi antara lain menyelenggarakan kegiatan-kegitan 

sebagai berikut: 

1. Mengadakan dialog interaktif di Radio. 

2. Mengadakan dialog dengan warga di Desa dalam lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Simeulue. 

3. Menyediakan kotak saran. 

Kegiatan dialog interaktif terse but langsung melibatkan Kepala Daerah 

bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai nara 

sumber untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat guna 

memberikan pelayanan yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat. 

Sedangkan dialog dengan warga yang dilakukan pada Desa dalam lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menjangkau segala lapisan 

masyarakat, dimana masyarakat dapat langsung memberikan saran, pendapat, 
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kritikan dan sekaligus bertanya kepada aparat Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang 

Kependudukan, menyatakan sebagai berikut : 

Masukan yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan dialog 
interaktif dan dialog langsung pada Desa-desa dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Simelue terdapat banyak saran dan masukan 
dari masyarakat namun diantara sekian banyak saran, kami simpulkan 
bahwa seluruhnya meliputi percepatan pengurusan akta, penghapusan 
perlakuan diskriminatif dalam pelayanan yang disampaikan 
masyarakat melalui dialog interaktif, pemotongan jalur pelayanan yang 
dianggap masyarakat terlalu panjang serta adanya permintaan 
masyarakat lapis bawah untuk diberikan akta secara gratis 
(W awancara, 22/03/20 15). 

Cara lain yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dalam menampung aspirasi publik adalah dengan menyediakan kotak 

saran yang diletakkan pada sisi kiri pintu masuk Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Sub 

. Bagian Umum dan Perlengkapan menyatakan bahwa: 

Selama periode 2014-2015 jumlah surat yang masuk melalui kotak 
saran berjumlah 7 (tujuh) surat yang berisikan saran dan kritikan 
tentang pelayanan yang kita selenggarakan, antara lain berisikan 
tentang percepatan proses penerbitan akta catatan sipil (Wawancara, 
22/03/2014) 

Berdasarkan dari kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menampung aspirasi dan tuntutan 

perubahan lingkungan terangkum sebagai berikut : 

1. Percepatan proses pelayanan akta catatan sipil. 

2. Percepatan proses pelayanan NIK adalah nomor identitas penduduk dan 

KTP Elektronik. 

3. Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara turunan. 
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4. Pemotongan jalur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit dalam 

pengurusan akta catatan sipil, terutama akta kelahiran. 

Aspirasi masyarakat tersebut ditindak lanjuti dengan merefleksikannya 

dari praktek penyelenggaraan pelayanan penerbitan akta catatan sipil dan 

program-program. Waktu pemrosesan penerbitan akta catatan sipil yang 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 adalah 7 

(tujuh) hari untuk penerbitan akta catatan sipil umum paling lambat 14 (empat 

belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional 

prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi 

kependudukan. Namun sebagai bentuk wujud nyata responsifitas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka pemrosesan waktu pelayanan 

tersebut dipercepat menjadi 2 (dua) hari untuk penerbitan akta catatan sipil 

umum dan 7 (tujuh) hari untuk penerbitan akta catatan sipil yang terlambat. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Bidang Kependudukan 

sebagai berikut: 

Sebagai bentuk langkah nyata dan kepedulian Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil terhadap kebutuhan masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan yang cepat maka ditempuhlah percepatan 
proses penerbitan akta catatan sipil (Wawancara, 22/03/2015). 

Langkah yang ditempuh dengan mempercepat proses pelayanan 

dirasakan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang 

cepat dan harga yang tetap tetjangkau namun berdasarkan temuan penulis 

melalui wawancara dengan seorang warga yang sedang mengurus penerbitan 

akta kelahiran anak pertamanya, menyatakan sebagai berikut: 
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Pengurusan dan penerbitan akta kelahiran untuk anak saya baru dapat 
diambil 3 (tiga) hari setelah saya mengurus terhitung mulai hari ini 
(28/03/20 15). 

Kesimpulan yang ditarik dari temuan tersebut bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum konsisten terhadap apa yang telah 

menjadi komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu. 

Terjadinya keterlambatan tersebut perlu disikapi secara serius oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tetap konsisten terhadap apa yang 

telah menjadi komitmen mereka Pengabaian terhadap hal kecil tersebut dapat 

mempengaruhi kredibilitas pemerintah pada umumnya dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya. 

Sedangkan saran masyarakat lain yang telah ditampung oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun belum dilaksanakan hingga saat 

ini adalah: 

1. Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara turunan 

dalam pelayanan catatan sipil. 

2. Pemotongan jalur birokrasi dalam pelayanan catatan sipil seperti 

penerbitan akta kelahiran. 

Tidak adanya follow up dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

terhadap apa yang telah mereka tampung namun belum dijalankan dalam 

bentuk kegiatan nyata terutama dalam penyelenggaraan pelayanan amat 

disayangkan serta dapat menurunkan citra Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dimata masyarakat dan ketika penulis mengkonfirmasi 

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pejabat 
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tertinggi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan 

bahwa: 

Alasan mengapa kita belum menindak lanjuti aspirasi dan tuntutan 
masyarakat tersebut seperti penghapusan perlakuan diskriminatif 
terhadap WNI turunan lebih dikarenakan kita banyak terbentur oleh 
keberadaan aturan formal dan belum adanya petunjuk teknis dari 
Bupati (Wawancara, 10/03/20 15). 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik benang merah bahwa 

profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil khususnya aspek responsifitas masih terbentur oleh keberadaan aturan 

formal yang secara tegas mengatur apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, artinya aparat Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil lebih mengacu kepada petunjuk atasan daripada mengacu 

kepada masyarakat dengan berinisiatif untuk melakukan perubahan -

perubahan yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan yang prima. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mempercepat proses pelayanan 

penerbitan dan pencatatan akta catatan sipil akan tetapi mengapa Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berani mengaplikasikan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat lainnya ? . 

Adanya saran masyarakat antara lain untuk memotong jalur birokrasi 

pelayan yang terlalu prosedural menjadi sederhana cukup beralasan seperti 

pengurusan akta kelahiran. Keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 

Nmor 69 Tahun 2012 yang mengatur tentang persyaratan dan pemrosesan 
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pelayanan akta catatan sipil antara lain mewajibkan masyarakat untuk 

memenuhi persyaratan berikut seperti dalam penerbitan akta kelahiran : 

1. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/ atau bidan. 

2. Surat keterangan kelahiran dari kepala desa /kelurahan. 

3. Photo copy kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). 

4. Photo copy akta perkawinan/akta nikah orang tua dengan menunjukkan 

aslinya. 

5. Bagi pemohon akta kelahiran dispensasi (terlambat) wajib melampirkan 

photo copy STTB. 

6. Bagi WNI keturunan dilengkapi photo copy surat bukti kewarganegaraan 

Indonesia (SBKRI) dan surat keterang ganti nama apabila telah ganti 

nama) dengan menunjukkan aslinya. 

Berdasarkan persyaratan diatas terlihat jelas bahwa untuk mengurus 

akta kelahiran dapat memakan waktu dan biaya yang cukup lama. Menurut 

hemat penulis keberadaan surat keterangan lahir baik dari rumah 

sakit/puskesmas maupun bidan sudah cukup representatif untuk mendaftarkan 

bayi yang bam lahir ke kelurahan untuk dicantumkan dalam kartu keluarga 

dan kemudian langsung diurus kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil untuk mendapatkan akta catatan sipil. Keharusan untuk membawa surat 

keterangan lahir dari kelurahan atau kepala desa hanya akan membebani 

masyarakat untuk membayar harga sebuah tanda tangan pejabat kelurahan 

atau desa. Konsekuensinya adalah tingginya opportunity cost yang hams 

ditanggung masyarakat untuk mendapatkan sebuah pelayanan. 
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Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue mempekerjakan sebanyak 38 orang 

pegawai yang terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang 

tenaga honorer daerah, dan 9 orang tenaga kontrak (wiyata bakti). 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa PNS dilingkungan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlatarbelakang pendidikan sarjana 

Srtata 1 (S-1) mencapai 20 orang, Diploma III (D-Ill) 6 orang, SLTA 11 orang 

dan SL TP 1 orang. 

2. Profesionalisme dari aspek Akuntabilitas. 

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuain 

penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma ektemal 

yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder. Seiring 

dengan meningkatnya tuntutatn transparansi serta akuntabilitas diberbagai 

bidang sector publik, yaitu suatu lembaga dalam menjalankan roda 

pemerintahan legitimasinya bersumber dari keputusan masyarakat. Hal 

tersebut akan menuntut para penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan 

tugas-tugasnya secara profesional agar tetap dapat menjaga kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat sehingga tercermin pemerintahan yang bersih, 

responsif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Reformasi merupakan wujud respon positif untuk menyikapi krisis 

multidimensional yang memunculkan paradigma barn dalam penyelenggaraan 

kehidupan bemegara, terhadap norma transparansi dan akuntabilitas publik. 
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Tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

setidaknya telah membawa beberapa hal : (1) reformasi sistem politik untuk 

menuju kehidupan politik yang lebik demokratis melalui keterlibatan dan 

partisipasi rakyat dalam proses politik yang menyangkut kepentingan publik. 

(2) tuntutan good governance and clean government dalam penyelenggaraan 

Negara yang didukung dengan prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, 

transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis. 

Birokrasi dikatakan akuntabel apabila mereka dinilai secara objektif 

oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat dipertanggungjawabkan 

segala macam perbuatan sikap dan sepak terjangnya kepada pihak kekuasaan 

dan kewenangan yang dimiliki itu berasal. Maka dengan demikian 

akuntabilitas hanya dapat berkembang dalam suatu suasana yang transparan 

dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. 

Dalam sistem administrasi Negara yang sentralistik, otoriter dan tidak 

transparan, akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku. 

Ak:untabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pelayanan publik 

menunjukkan standar profesional aparat pemerintah dalam pemberian layanan 

terhadap masyarakat dengan mengabaikan keberadaan konsumen, merupakan 

kenyataan rumit yang sering menyertai kebijakan pembuatan layanan 

(pemerintah), sehingga kondisi ini seakan-akan sudah given dan tidak dapat 

diubah lagi. Ini akan membawa implikasi yang serius bagi ketidakpuasan 

maasyarakat terhadap layanan pemerintah. 
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Pada dasarnya pelayanan dapat diukur, oleh karena itu standar 

pelayanan dapat ditetapkan, baik dari waktu yang diperlukan maupun 

hasilnya. Dengan adanya standar ukuran, maka manajemen dapat 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan 

pelayanan. Kelancaran pelayanan tergantung pada kesadaran para petugas 

terhadap kewajiban yang dibebankan antara lain : sistem, prosedur dam 

metode yang memadai, pengorganisasian tugas pelayanan yang tuntas, 

pendapatan pegawai, kemampuan atau keterampilan pegawai dan sarana kerja 

yang memadai. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelayanan yang secara umum 

diharapkan, dinataranya adalah : 

5. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan. 

6. Mendapatkan pelayanan yang wajar. 

7. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih. 

8. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. 

Pelayanan yang baik dan memuaskan akan berdampak positif bagi 

masyarakat antara lain: masyarakat menghargai dan bangga terhadap aparatur, 

patuh terhadap aturan pelayanan, menggairahkan usaha dalam masyarakat serta 

dapat menimbulkan peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat. 

Pelayanan publik akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan 

apabila didukung oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran pimpinan dan 

pelaksanaan tugas aparatur yang mantap, dengan adanya aturan yang memadai, 

organisasi dengan mekanisme yang dinamis, pendapatan aparatur yang cukup 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kemampuan dan keterampilan 

yang sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, dan 

tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas atau 

pekerjaan pelayanan. 

Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian ini 

dilihat dari beberapa aspek yang meliputi : (1) acuan pelayanan yang 

dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan 

publik, (2) dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan 

pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi. 

a. Acuan Pelayanan. 

Pelayanan publik akan mempunyai akuntabilitas tinggi apabila 

acuan utama penyelenggaraannya selalu berorientasi kepada 

pengguna jasa (costumer). Kepuasan pengguna jasa harus selalu 

mendapatkan perhatian dalam setiap penyelenggaraan publik. 

Bahwa yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue 

adalah berbagai aturan dan ketentuan formal yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah yaitu Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Simeulue dan 

Qanun Nomor 7 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue pada prinsipnya 

kedua aturan tersebut telah mengatur standar pelayanan sebagaimana 
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Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/K.ep/MEN/7 /2003 tentang pedoman urn urn penyelenggaraan 

pelayanan publik yang sekurang-kurangnya meliputi prosedur 

pelayanan, waktu, baiya, produk, sarana dan prasarana, dan 

kompetensi petugas pemberi pelayanan. Hanya saja dalam 

pelaksanaannya masih terdapat berbagai penyimpangan sebingga 

belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai 

pengguna jasa pelayanan seperti, waktu penyelesaian, biaya 

pelayaanan, prosedur pelayanan yang berbelit-belit, keramahan 

petugas dan kejelasan informasi. Hal seperti itu dapat dimaklumi 

karena apabila dilihat lebih jauh, kedua acuan pelayanan tersebut 

maupun acuan pelayanan tersebut maupun ketentuan pelaksanannya 

tidak mengatur hal-hal yang menjadi sumber ketidak puasan 

pelayanan seperti lamanya waktu pelayanan, akibat dari tidak adanya 

batasan waktu tersebut adalah ketidak paastian pelayanan dan 

dampaknya muncul kekecewaan pengguna jasa dalam pelayanan. 

Tidak adanya batasan waktu yang tegas tersebut mengakibatkan 

pelayanan penuh dengan ketidak pastian dan dampaknya adalah akan 

sangat merugikan pengguna jasa karena opportunity cost 

(perbitungan waktu) pelayanan menjadi mahal. 

Adapun asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang 

baik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Qanun Aceh Nomor 8 

Tahun 2008 tentang pelayanan publik, meliputi : (a) keislaman; (b) 
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keadilan; (c) kemanusiaan; (d) tertib penyelenggaraan pemerintah; (e) 

kepastian huk:um; (f) proporsionalitas; (g) kesetaraan; (h) 

keterbukaan; (i) partisipatif; G) akuntabilitas; (k) kepentingaan 

umum; (l) profesionalitas; (m) kesamaan hak; (n) keseimbangan hak 

dan kewajiban; (o) efisiensi; (p) efektifitas; (q) berksinambungan dan 

(r) sensitifitas gender. 

Indikator lain yang dapat digunakan acuan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah tindakan petugas pelayanan 

terhadap masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan 

pelayanan. Ada beberapa persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi 

oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Penyelenggaraan 

pelayanan yang akuntabel akan selalu berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi maasyarakat penngguna jasa meskipun 

persyaratan mereka tidak lengkap karena besar kemungkinan ketidak 

lengkapan persyaratan tersebut bukan semata kesalahan masyarakat 

sebagai pengguna jasa, akan tetapi juga bisa disebabkan oleh 

kesalahan birokrasi yang kurang transparan dalam penyelenggaraan 

pelayanan. Transparansi sangat penting dalam upaya menciptakan 

akuntabilitas dalam pelayanan publik dengan transparansi masyarakat 

akan mengetahui standard an mekanisme pelayanan yang digunakan. 

Sehingga mereka tabu apa yang seharusnya dilakukan dan dipenuhi 

untuk mendapatkan pelayanan. Kelengkapan persyaratan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue cenderung mengacu pada 

peraturan dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dari pada 

kepuasan masyarakat. 

Komitmen untuk menegakan dan melaksanakan peraturan 

dikalangan birokrasi memang merupakan suatu keharusan, akan 

tetapi komitmen yang berlebihan akan membabi buta akan sangat 

kontra produktif bahkan sangat merugikan. Tidak semua kekurangan 

persyaratan berkas permohonan mutlak kesalahan masyarakat 

pengguna jasa pelayanan tetapi sering juga dilakukan karena 

keteledoran petugas. Hal ini tidak perlu terjadi apabila petugas 

melaksanakan tugasnya secara profesional. 

Fakta demikian tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem 

penilaian kinerja selama ini. Penilaian kinerja tidak didasarkan pada 

pencapaian output dan outcome akan tetapi lebih didasarkan pada 

ketaatan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reward 

(penghargaan) diberikan kepada aparat yang bekerja sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan, meskipun output yang dihasilkan kecil, 

sedangkan punishment (hukwnan/sanksi) diberikan kepada aparat 

yang menyalahi prosedur dan ketentuan meskipun ia mempunyai 

kinerja yang baik. Sistem penilaian kinerja demikian tidak akan 

memotivasi akan tetapi justru mendemotivasi aparat birokrasi untuk 

meningkatka kinerjanya bahkan akan mematikan kreativitas dan daya 

inovasi aparat birokrasi. Untuk itu perlu kiranya dilakukan reformasi 
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sistem penilaian kinerja dilingkungan birokrasi dengan lebih 

menekankan pada pekerjaan dibandingkan prosedur. 

b. Prioritas pemenuhan kepentingan pengguna jasa pelayanan. 

Pelayanan publik yang akuntabel adalah pelayanan yang 

mengutamakan dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai 

prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai 

sumber daya yang dimiliki organisasi harus dicurahkan dan 

diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan pengguna jasa Dengan 

memberikan prioritas pada pemenuhan kepentingan masyarakat 

diatas kepentingan yang lain, berarti birokrasi memberikan 

penghargaan terhadap eksistensi masyarakat sebagai pengguna jasa 

sekaligus sebagai principal agent yang hams mendapatkan prioritas 

pelayanan yang memuaskan dari aparat birokrasi pemerintah. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue prioritas 

pemenuhan kepentinganlkebutuhan masyarakat belum sepenuhnya 

dapat direalisasikan. Berbagai sumber daya organisasi tidak 

sepenuhnya dikonsentrasikan untuk pemenuhan kepentingan lain. 

Banyak aparat pelayanan selain mempunyai tugas pokok memberikan 

pelayanan, juga dibebani oleh tugas-tugas lain yang tidak ada 

kaitannya dengan tugas-tugas pelayanan. Seperti kegiatan piket/jaga 

malam dengan kompensasi tidak masuk kerja pada keesokan harinya, 
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dan bagi pegawai yang kebetulan perempuan harus ikut kegiatan 

PKK. Dharma Wanita, Pembinaan PKK ke Desa dan sebagainya. 

Tugas-tugas tersebut belum termasuk kegiatan-kegiatan lain 

yang sering dilakukan oleh seorang aparat dalam rangka kepentingan 

pribadinya atau keluarganya, seperti mengantar dan menjemput anak 

ke sekolah, dan lain sebagainya. Berbagai tugas dan pekerjaan 

sampingan yang dilakukan oleh aparat tersebut berdampak pada 

terbengkalainya tugas pokok pelayanan dan tertundanya proses 

pelayanan. Sehingga wajar apabila masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan cepat dan akuntabel menjadi tertunda dan harus menunggu 

lama untuk mendapatkan pelayanan dikarenakan aparatur tidak ada 

ditempat. 

Fenomena tersebut menunjukan bahwa birokrasi belum 

sepenuhnya memberikan penghargaan yang layak kepada 

masyarakat. Masyarakat masih ditempatkan pada kedudukan yang 

lemah sehingga kepentingannya sering kali dipinggirkan oleh 

kepentingan yang lain bahkan kepentingan pribadi. Adanya petugas 

pegawa yang keluar dari tugas dan fungsinya sebagai abdi Negara 

dan masyarakat pada saat jam kerja atau dinas kantor merupakan 

fakta yang membuktikan bahwa kepentingan masyarakat belum 

menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Penempatan pemenuhan kepentingan organisasi bahkan 

individu diatas pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat 
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dalam akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan, menunjukan bahwa 

birokrasi sebagai abdi masyarakat sebatas "lip service" belum dijiwai 

dan dimaknai oleh aparat birokrasi dalam akuntabilitas 

penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue. 

Peran pemerintah dalam menyusun akuntabilitasnya harus 

transparan dan dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan 

program-program pembangunan. Tingkat keberhasilannya secara luas 

yang mudah diakses, diketahui, dan dievaluasi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, seperti masyarakat luas, hal tersebut untuk perbaikan 

program dan strategi pemerintah kearah yang lebih baik. Sehingga 

partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap kemajuan dan 

keberhasilan pemerintah di masa yang akan datang. 

Informasi yang ditemukan secara langsung dan melalui 

berbagai media massa dan cetak maupun elektronik seringkali 

mengungkapkan berbagai kelemahan pelayanan pemerintah yang 

mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan 

tersebut. Pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan 

tindakan aparat pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang 

ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan yang kurang 

memuaskan dan sebagainya, ini merupakan fenomena-feenomena 

yang kerap kali mewarnai proses hubungan antara pemerintah dan 
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masyarakat berkaitan dengan proses pelayanan. (effendi dalam 

Widodo, 2001; 156). 

Kehidupan masyarakat yang semakin komplek menuntut 

adanya suatu pelayanan yang semakin berkualitas, yang mana dalam 

hal ini pemerintah sebagai penyedia harus lebih intense didalam 

memperhatikan pelayanan tersebut karena diberbagai kesempatan 

pemerintah senantiasa menjanjikan pelayanan yang memuaskan 

kepada masyarakat, namun dalam kenyataannya belum dilaksanakan 

secara optimal. 

Pelayanan dan kepuasan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, karena dengan adanya kepuasan maka pihak terkait dapat 

saling mengkoreksi sampai dimana pelayanan yang diberikan apakah 

bertambah baik atau buruk. Hal ini tersebut sangat dipengaruhi oleh 

setiap aparat petugas dalam memberikan pelayanan, dengan kata lain 

pelayanan yang dapat memuaskan adalah pelayanan yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat memahami apa yang 

diminta masyarakat akan pelayanan yang transparan dan akuntabel. 

3. Profesionalisme dari aspek Inovasi 

Inovasi merupakan perwujudan dan dari kecakapan yang harus dimiliki 

oleh aparat birokrasi dengan mengandalkan kreatifitas jajaran birokrasi untuk 

menciptakan model kerja baru yag tujuannya untuk mempermudah didalam 

melaksanakan penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, inovasi-inovasi dalam usaha menciptakan model dan cara kerja 
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baru bagi aparat birokrasi, pada umumnya masih sangat kurang, inovasi yang 

lebih jauh berupa penciptaan model kerja baru atau penggunaan dan 

pemanfaatan kemajuan teknologi untuk menambah wawasan pribadi para 

aparatur. 

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik ditinjau 

dari sikap inovatif Aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue, maka dapat diketahui bahwa profesionalisme aparatur 

belum secara optimal dilakukan oleh pegawai karena ; Belum nampak adanya 

inovasi-inovasi baru dari para aparatur di lingkungan kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue ; Masih adanya 

hambatan yang bersifat individual dan lembaga dalam mengembangkan pola 

kerja yang inovatif. Fakta dari hasil penelitian tersebut menggambarkan 

bahwa sikap inovatif pegawai perlu ditumbuhkan dan dikembangkan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. Aparatur belum 

menampakkan perbedaan-perbedaan cara kerja, demikian juga dengan kondisi 

kerja yang masih sangat terbatas, tentunya memerlukan daya imajinasi baru 

bagi pegawai untuk melakukan perubahan. 

Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan 

mengandalkan kreatifitas jajaran birokrasi untuk menciptakan model kerja 

baru yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan 

pelayanan masyarakat. 

Inovasi yang lebih jauh berupa penciptaan model kerja baru seperti 

'membuka situs" tentang informasi pelayanan Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil bahkan pengurusan persyaratan kelengkapan administrasi 

maupun pembayara.n untuk penerbitan akta catatan sipil dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang marak dikenalkan oleh organisasi 

swasta terutama bank masih sangat jauh dari harapan. Keterbatasan sumber 

daya yang profesional dan tidak adanya ruang bagi aparat untuk berinovasi 

menjadi hambatan terbesar bagi birokrasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Kecenderungan yang terjadi dalam dunia birokrasi Indonesia tanpa 

terkecuali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah loyalitas buta 

kepada aturan formal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kualitas dan 

profesionalisme aparat bukan diukur dari prestasi dan inovasi yang dihasilkan 

baik secara individu maupun secara kelompok. Inovasi dianggap sebagai 

sebuah momok yang menakutkan dan jika tidak ingin dicap sebagai aparat 

yang tidak loyal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pelayanan 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 

Inovasi sebagai bentuk mencari, menemukan dan mengunakan cara 
kerja baru dirasakan sangat riskan bagi kita serta dianggap tidak loyal 
kepada atasan dan aturan formal terutama jika inovasi tersebut keluar 
dari aturan formal yang ada lnovasi juga tidak memberikan apa-apa 
terhadap karier seseorang karena belum ada aturan yang menjelaskan 
tentang insentif yang diterima bagi inovasi yang dihasilkan 
(16/04/20 15). 

Berdasarkan pemyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

inovasi dalam lingkungan birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dianggap lebih banyak mendatangkan bahaya bagi kesinambungan karier 

seorang pegawai daripada mendatangkan manfaat. Sudah menjadi rahasia 
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urn urn bahwa dalam dunia birokrasi Indonesia lebih memberikan insentif bagi 

status quo dan loyal dan status quo terus menerus mendatangkan insentif 

seperti kenaikan jabatan dan karier. 

Bupati sebagai pejabat tertinggi dalam lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Simeulue seharusnya mengambil sikap tegas terhadap inovasi dan 

prestasi yang dihasilkan oleh pegawai apakah inovasi tersebut mandatangkan 

peningkatan kinerja organisasi ataupun belum mendatangkan peningkatan 

kinerja organisasi dalam waktu dekat. Pentingnya kepastian sikap terutama 

oleh Bupati tentang penghargaan yang akan diberikan kepada aparat yang 

berprestasi dan kegagalan dalam berinovasi dapat dianggap sebagai kewajaran 

yang dapat diperbaiki akan menumbuhkan iklim kerja wirausaha dimana 

aparat akan saling berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan 

kualitas kinerja organisasi. Terdapatnya kepastian sikap seperti yang diuraikan 

tersebut juga akan mengikis fenomena yang terjadi dan mengkristal selama ini 

dalam dunia birokrasi dimana status-quo akan menerima insentif yang kuat 

dan besar kepada pegawai yang taat kepada aturan dan inovasi hanya akan 

membawa kesulitan; status quo terus menerus justru akan mendatangkan 

insentif. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa inovasi masih merupakan 

sebuah "uthopia" bahkan menjadi momok yang menakutkan jika tidak ingin 

dicap sebagai aparat pembangkang yang tidak loyal dan taat kepada atasan dan 

aturan formal yang ada. Sehingga melahirkan istilah "hidup segan mali tak 

mau" dimana pada prinsipnnya jajaran birokrasi ingin melakukan yang terbaik 
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bagi peningkatan pelayanan akan tetapi karena tersandung oleh keberadaan 

aturan formal dan loyalitas buta kepada atasan dan aturan formal membuat 

mereka tidak bisa berbuat banyak. 

4. Profesionalisme dari aspek Kompetensi dan Keterampilan (Pengetahuan, 

Kemampuan Kerja, dan Sikap ). 

a. Pengetahuan 

Berdasarkan basil wawancara dengan Sekretaris Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bahwa : 

Kemampuan pengetahuan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue dapat dikategorikan tidak optimal, pengetahuan 

aparatur masih relatif kurang, terutama pengetahuan mengenai visi dan 

misi, pengetahuan tentang hak dan kewajiban, pengetahuan tentang tugas 

dan tanggung jawab, pengetahuan mengenai peran dan instansi, serta 

pengetahuan mengenai manajemen pelayanan, belum optimal atau 

masih perlu ditingkatkan. (26/03/20 15). 

Sejumlah aparat pemah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) namun hal tersebut juga belum menJamm aparat untuk 

memiliki kompetensi pengetahuan yang baik (sebagaimana yang 

menjadi sasaran dari PP No.1 01 Tahun 2000 tentang Diklat PNS yakni 

peningkatan kompetensi). Sebab Diklat masih lebih dominan 

digunakan untuk mempersiapkan aparat untuk menduduki jabatan, 

bukan sepenuhnya untuk meningkatkan kompetensinya terutama 

pengetahuan. 
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Kenyataan mengindikasikan bahwa, aspek pengetahuan 

(knowledge) aparat masih menjadi persoalan mendasar yang 

menghambat aparatur untuk mewujudkan profesionalismenya dalam 

bidang tugas pekerjaan atau profesinya. Dalam hal competent 

application (aplikasi kecakapan), sebagian besar aparat dengan keahlian 

atau kecakapan yang belum menggembirakan dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan dan fungsinya 

b. Kemampuan Kerja 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bahwa : 

Kemampuan kerja aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan 

fungsinya dapat dikategorikan tidak optimal. Kemampuan kerja aparat 

yang agak lebih baik adalah dalam menunjukkan prestasi kerja!kinerja, 

kemampuan melaksanakan tupoksinya maupun tanggung jawabnya, 

dan kemampuan melakukan koordinasi dan kerjasama. Sedangkan 

keterampilan yang lebih rendah atau masih sangat kurang adalah 

kemampuan mengambil keputusan atau inisiatif, kemampuan berdisiplin 

melaksanakan/ menyelesaikan tugas pekerjaan. Kurangnya kemampuan 

kerja tersebut berimplikasi pada kurangnya profesionalisme aparat 

birokrasi dengan kata lain, faktor kemampuan kerja, masih menjadi 

penghambat untuk mewujudkan profesionalisme aparat birokrasi. 

(26/03/20 15). 
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Dikemukakan Korten & Alfonso dalam Tjokromidjojo (2001: 139) 

bahwa, profesionalisme adalah kecocokan (fitness) antara kemampuan 

yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan 

kebutuhan tugas (task-requirement), merencanakan, mengkordinasikan, 

dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan 

mempunyai etos keija tinggi. Terpenuhinya kecocokan antara 

kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan syarat 

terbentuknya aparatur profesional. 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih banyak 

aparat yang kurang menggembirakan kemampuan keijanya dalam 

melaksanakan tugas pekeijaan dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Korten & Alfonso tersebut, yakni 

bahwa rendahnya kemampuan keija dan keterampilan/keahlian 

menyebabkan aparat masih sulit diharapkan menampilkan sosok 

profesionalismenya. Permasalahan mendasar yang masih dihadapi adalah 

masih adanya aparat yang ditempatkan dalam suatu bidang tugas dan 

formasi jabatan yang kurang sesuai dengan kompetensi (pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman) yang dimiliki. Penempatan aparatur dalam 

jabatan masih cenderung didasarkan pada collusion - nepotism system, 

bukan merit system (Kartono, 2003). 

Menyimak lebih jauh bahwa, kemampuan dan keterampilan 

yang diperlukan oleh aparat untuk menjadi profesional bukan semata­

mata yang bersifat fisik melainkan jauh lebih penting adalah yang bersifat 
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mental. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa, kelemahan 

kemampuan mental paling mendasar di kalangan aparat adalah 

pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban, tanggung jawab, peran 

dalam instansi, dan pengetahuan mengenai manajemen pelayanan. 

Kelemahan kemampuan aparat terutama dalam hal mengambil 

keputusan atau inisiatif, dan tanggung jawab. Sedangkan kelemahan 

mental dari sisi keterampilan terutama inovasi, mengatasi hambatan 

dalam pekerjaan. 

c. Sikap 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bahwa : 

Sikap aparat terhadap pekerjaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue dapat dikategorikan tidak optimal. Partisipasi 

dan komitmen dalam melaksanakan tugas pekerjaan agak lebih baik, 

dan yang masih sangat kurang adalah kepuasan (terhadap lingkungan 

kerja, pendapatan, kepemimpinan). Sedangkan minat dan kemampuan, 

dan kesenangan bekerja juga relatif masih agak kurang. Kurangnya sikap 

positif terhadap pekerjaan tersebut berimplikasi pada kurangnya 

profesionalisme aparat birokrasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. Dengan kata lain, sikap terhadap 

pekerjaan masih menjadi penghambat untuk mewujudkan 

profesionalisme aparat birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue tersebut, sehingga masih diperlukan kebijakan 

42441.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



93 

dan langkah-langkah untuk memperbaiki atau meningkatkannya. 

(26/03/20 15). 

Sikap (attitude) berperan sentral dalam pembentukan 

profesionalisme aparat. Sikap tersebut hams didukung pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman (kompetensi) dan kepercayaan. Sikap yang 

positif dari aparat akan menghasilkan perilaku yang positif pula, 

terutama kemampuan kerja, produktivitas, pencitraan dengan landac;an 

utama adalah penegakan nilai-nilai (tata nilai). Demikian sebaliknya, 

perilaku yang baik akan mempengaruhi sikap aparat, sehingga terjadi 

hubungan timbal balik (dependenable) dan umpan balik (feedback). 

Adanya hubungan timbal balik ( dependenable) dan urn pan balik 

(feedback) tersebut pada akhimya akan membentuk profesionalisme 

aparatur birokrasi. 

Birokrasi memainkan peranan urgen, vital dan strategis untuk 

membentuk sikap dan perilaku aparat dalam profesionalismenya, sehingga 

terjadi sinergi antara aparat dan birokrasi dalam kebutuhan masing­

masmg. 

Dengan memberikan kesempatan kepada aparatur yang 

berpontensi untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang 

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yang merupakan salah 

satu pengembangan motivasi kerja yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dalam 

peningkatan kinerja aparatur. Masih adanya beberapa kelemahan terakit 
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dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang selama ini 

diikuti oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue harus dibehani, seperti relatif rendahnya pemanfaatan atau 

tindak lanjut terhadap aparatur yang telah mengikuti program pendidikan 

dan pelatihan serta belum optimalnya unsur pendidikan dan pelatihan yang 

dimiliki oleh masing-masing aparaturnya sebagai dasar pertimbangan 

utama dalam mempromosikan untuk menduduki jabatan tertentu. Dari 

kelamahan-kelemahan yang ada tersebut tentunya akan sangat 

mempengaruhi kelancaran dan pelaksanaan program pendidikan dan 

pelatihan dimasa mendatang. Ada beberapa langkah yang relatif cukup 

yang dapat diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue untuk peningkatan kinerja aparatur, yaitu: 

a. Program pendidikan dan pelatihan harus didasarkan pada analisis 

kebutuhan (analisis organisasi, analisisi jabatan, analisis kualitas 

aparatur) sehingga dapat didesain program pendidikan dan 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. 

b. Membuat desain program pendidikan dan pelatihan yang 

mencakup jenis pelatihan, tujuan pendidikan yang akan dipakai, 

materi dan metode yang digunakan, kualitas peserta, kualifikasi 

pelatih/instruktur, sumber dana dan waktu yang diperlukan. 

c. Aparatur yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan 

dapat dimanfaatkan atau ditindak lanjuti, sehingga dalam 
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penempatan pegawai yang telah sesruu dengan latar belakang 

pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. 

d. Pimpinan unit kerja yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue harus selalu 

mengadakan evaluasi terhadap bawahannya yang telah mengikuti 

program pendidikan dan pelatihan yaitu dengan jalan memberikan 

keleluasaan atau kesempatan untuk mengaplikasikan hasil yang 

diperoleh selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 

tugasnya. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan input 

dalam meningkatkan mutu dari pada pelaksanaan program 

pendidikan dan pelatihan berikutnya. 

e. Pimpinan unit kerja yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dapat melakukan 

pengawasan dan memberikan motivasi terhadap aparatur yang 

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka lebih 

mandiri dan lebih mampu melaksanakan apa yang diperoleh dalam 

pendidikan dan pelatihan. 

f. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur melalui 

program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti dapat 

dijadikan sebagai salah satu unsure pertimbangan yang utama 

dalam mempromosikan aparatur yang bersangkutan pada jabatan 

tertetentu. (Hidayah 2007; 151-152) 
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Untuk mengetahui keberhasilan program pendidikan dan pelatihan 

yang telah diselenggarakan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh 

terhadap peserta pelatihan dengan kriteria (persepsi), kriteria perubahan 

sikap, prilaku kerja dan kriteria sukses kerja dan hal ini di dukung dengan 

adanya peran serta atasan dalam memberikan motivasi sangat dibutuhkan 

terutama bagi seorang aparatur sipil Negara yang dituntut untuk bisa 

profesional dengan kasus yang ditangani. 

Pada penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan 

profesionalisme Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue belum optimal dalam kriteria sedang. 

Profesionalisme aparatur mengalami sebuah staknagsi baik aspek 

Responsifitas, Akuntabilitas, Inovasi, Kompetensi dan Keterampilan 

(Pengetahuan, Kemampuan Kerja, Sikap/Attitude). Aspek-aspek tersebut masih 

menjadi persoalan mendasar yang menghambat aparatur untuk mewujudkan 

profesionalismenya dalam bidang tugas pekerjaan atau profesinya. Sebagaimana 

menurut Sianipar dikutip dari (Sundarso, dkk, 2006) bahwa untuk menjadi 

seorang yang profesional dalam memberikan pelayanan aparatur negara harus 

memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing 

sebagaimana dinyatakan bahwa pelayanan profesional adalah kemampuan 

seseorang memiliki profesi melayani kebutuhan orang lain atau profesional 

menanggapi kebutuhan khas orang lain. 
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Sebagaimana menurut Pamudji (1985: 64) bahwa profesionalisme 

melahirkan arti profesinal quality, status ate, yang memiliki arti lapangan 

kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan 

tertentu. Lebih jauh dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2001) bahwa 

kemampuan aparatur sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada 

bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah 

yang perlu dengan mengacu kepada misi yang mgm dicapai, efisiensi, 

melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat 

fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi. Birokrasi yang profesional diartikan 

sebagai pemerintahan yang baik dimana terdapat aparatur birokrasi yang 

profesional, dengan kata lain profesionalisme aparatur dalam birokrasi 

pemerintahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepandaian khusus untuk 

menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunan. 

Hal ini sejalan dengan pemikiran Osborne dan Gaebler (1992: 133) 

dikutip dari bahwa organisasi publik yang dijalankan berdasarkan peraturan akan 

tidak efektif dan kurang efisien karena kinerja akan berjalan lamban dan 

berkesan bertete-tele, sedangkan birokrasi yang digerakan oleh misi sebagai 

tujuan dasarnya lebih efektif dan efisien. Lebih jauh menurut Tjokrowinoto 

(1996: 191) menegaskan tentang keteraturan cara ketja organisasi birokrasi 

bahwa jika aturan main diterapkan secara kaku (rigid) maka akan melahirkan 

model birokrasi tidak berprofesional dalam menjalankan tugas dan fungsi karena 

selalu terikat pada aturan katja yang baku (rule driven professionalism) dan 

menjadi birokrasi yang tidak responsif dan inovatif. 
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Apa hila birokrasi tidak terlalu terikat kepada petunjuk pelaksana dan 

aturan baku pelaksanan tugas tapi lebih digerakkan oleh misi yang ingin 

dicapai oleh organisasi (mission-driven professionalism) maka ak.an terwujud 

birokrasi profesional yang menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, 

efisien, inovatif, dan mempunyai etos kerja tinggi. Sosok aparatur yang responsif 

menurut Siagian (2000: 165) bahwa responsifitas (responsivity) merupak.an 

kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, 

perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus 

merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

Aspek inovasi kerja aparatur menunjukan bahwa tingkat perbandingan 

inovasi kerja aparatur peningkatannya belum signifikan karena aspek inovasi 

kerja masih dalam kriteria yang rendah. Rendahnya evaluasi kerja dan bel urn 

optimalnya penerapan metode kerja baru dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan dari ke dua periode kerja tersebut menjadi kendala mendasar 

menampilkan sosok aparat yang berinovatif dalam melaksanakan tugas 

organisasi, dengan kata lain rendahnya inovasi kerja akan berimplikasi dalam 

mewujutkan sosok aparatur birokrasi yang berprofesional. Inovasi dalam dunia 

birokrasi publik seringkali menghadapi hambatan dan benturan dari 

keberadaan aturan formal dan rendahnya sikap pemimpin yang visioner 

dalam lingkungan birokrasi publik. Sebagaimana pendapat Siagian 

(2000: 164) bahwa inovasi merupakan hasrat dan tekad untuk mencari, 
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menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja bam, dalam 

pelaksanaan tugasnya 

C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat profesionalisme Aparatur 

Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue. 

1. Faktor Pendukung 

a. Kondisi gedung dan tempat kerja 

Kondisi gedung dan tempat kerja sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue kondisi gedungnya sudah cukup baik dan 

tempat kerjanya juga sudah cukup baik, kondisi tersebut berimplikasi 

kepada kenyamanan pemberi pelayanan. 

Kondisi gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue sangat bagus dan sangat luas, dengan kondisi gedung seperti 

ini akan mendukung pegawai dalam bekerja dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan data-data hasil penelitian di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kondisi gedung dan tempat kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue sudah cukup 

baik dan bangunannya cukup luas dan kondisi lingkungan kantor yang 

kondusif. 

b. Fleksibilitas aparatur dalam memberikan pelayanan 
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Keberadaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue 

sangat menentukan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan 

tersebut. dengan adanya arahan dari Kepala Dinas tentang semua 

aparatur yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue bisa memberikan pelayanan yang profesional 

kepada masyarakat, hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dalam melakukan akses pelayanan. 

Sejauh ini arahan Kepala Dinas yang semua aparatur bidang 

memberikan pelayanan dengan baik dan berjalan dengan lancar tidak 

ada keluhan dari pegawai bisa bekerja sama dengan baik satu sama 

lainnya, tidak ada kecemburuan dalam pemberian pelayanan tersebut. 

adanya arahan dari Kepala Dinas bahwa semua pegawai bisa melayani 

masyarakat, seharusnya lebih ditingkatkan ataupun dibekali prinsip­

prinsip pelayanan prima. 

Berdasarkan surat keputusan MENP AN No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan 

pelayanan publik, maka prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah : 

1. Kesederhanan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan 

a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. 
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b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ 

persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 

sah. 

5. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan 

informatika (telematika). 

8. Kemudahan akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 
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dari segala masalah yang mungkin timbul. Akibatnya daya kreativitas 

da inisiatif aparatur tidak berkembang, serta masalah yang sering 

timbul adalah tertundanya penyelesaian suatu pelayanan, karena 

aparatur jika menuai kesulitan lebih memilih menunggu atasan terlebih 

dahulu sebelum mengambil keputusan. 

Perbedaan tingkat kemampuan aparatur untuk mengambil 

tindakan diskresi adalah aparatur masih merasakan ketidakjelasan 

mengenai tindakan apa yang tennasuk tindakan diskresi daan yang 

tidak termasuk tindakan diskresi. apabila persoalan ini dikaikan antara 

kenyataan yang ada dilapangan dengan aspek teori mendelegasikan 

wewenang seperti dalam Robbin (1996; 174), maka dapat dikatakan 

bahwa untuk menghindari kebingungan dan ketidakjelasan seharusnya 

pimpinan memberikan batasan yang jelas mengenai kewenangan 

diskresi sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur untuk 

mengambil tindakan diskresi. Dengan memperjelas kewenangan 

deskresi kepada aparatur birokrasi, dalam melakukan tindakan diskresi 

aparat terhindar dari ketakutan dan kesalahan karena sudah ada 

pedomannya, karena apa yang didelegasikan dan kepada siapa 

kewengan ini diberikan sudah jelas ditentukan dan kisaran dari 

keleluasaannya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bervariasi 

kemampuan untuk melakukan tindakan diskresi oleh aparatur birokrasi 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue 
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disebabkan ketidakjelasan kewenangan disk:resi itu sendiri, kepada 

siapa wewenang itu diberikan, apa yang menjadi wewenang serta 

kisaran keleluasaannya Hal ini menjadikan tindakan diskresi lebih 

dominan sebagai faktor penghambat kinerja birokrasi di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dalam 

memberikan kewenangan publik. 

c. Aksesibilitas yang masih rendah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue yang berlokasi di Jalan Syariah Desa Amiria Bahagia 

Sinabang Kecamatan Simeulue Timur sangat mudah untuk dijangkau 

oleh masyarakat baik oleh kenderaan pribadi maupun kenderaan 

umum. Namun yang menjadi kendala sulitnya akses pelayanan bagi 

desa-desa yang jauh dari pusat kota terutama desa-desa yang berada di 

Kecamatan Alafan, Kecamatan Simeulue Barat, Desa Pulau Teupah 

dan Desa Pulau Siumat yang akses sarana dan prasarananya seperti 

jalan belum memadai, jaringan internet danjaringan listrik yang belum 

optimal sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat maupun 

aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue dalam melakukan akses pelayanan. 

Dari data-data basil penelitian diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa letak geografis antara desa-desa yang ada 

dengan jarak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue yang sangat jauh, kondisi jalan yang belum memadai, cuaca 
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dilaut yang tidak menentu, masih ada jalan yang belum diaspal dan 

kondisi transportasi yang tidak memadai yang menyulitkan 

masyarakat dari 2 (dua) kecamatan dan 2 (dua) desa yang terletak di 

pulau tersebut enggan untuk mengurus data kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, berhubung 

untuk mengurus administrasi kependudukan sangat membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit. 

Berdasarkan basil penelitian bahwa lokasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, tidak sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh (Zeithmal 1990). Tentang tolak ukur 

kualitas pelayanan publik telah memenuhi kriteria Tangible and Acces 

yaitu adanya fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi serta 

terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan, hal 

tersebut diatas temyata belum terpenuhi karena sangat susahnya acces 

untuk menuju ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue terutama desa-desa yang dalam wilayah 

Kecamatan Alafan, Simeulue Barat, Desa Pulau Teupah dan Desa 

Pulau Siumat, yang terletak paling ujung Kabupaten Simeulue. 

d. Kedisiplinan 

Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap peraturan, 

baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan untuk 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Penerapan kedisiplinan 

aparatur pemerintah dilakukan agar tujuan program kerja dapat 
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dilaksanakan sesuai perecanaan, untuk menumbuhkan disiplin dalam 

lingkungan kerja dengan cara menerapkan pembagian pekerjaan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya sehingga aparatur dapat bekerja optimal 

dan dapat menghasilkan sebuah pelayanan yang efektif. Hasil 

pengamatan dilapangan bahwa petugas pelayanan hadir tidak tepat 

waktu atau tidak sesuai jam kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) informan 

terhadap petugas pelayanan dilapangan yang menyatakan "kurang 

disiplin" adalah 3 (tiga) informan dengan keinginan dari mereka 

adalah kedisiplinan dari petugas dan ketegasan dari atasan mereka, 

sedangkan informan yang menunjuk "cukup disiplin" sebanyak 2 

(dua) informan, sementara itu informan yang menyatakan "disiplin" 0 

(nol) informan. Pemyataan informan tersebut dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa petugas pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue belum melaksanakan tugasnya 

dengan disiplin sesuai peraturan yang berlaku, masalah ini dapat 

mengurangt efektifitas dan efisiensi dalam hal pelayanan kepada 

masyarakat. 

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bahwa : 

Petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Simeulue kurang disiplin, hal ini berdasarkan 
situasi dan kondisi ini karena petugas tersebut sebelum 
berangkat kerja terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan rumah 
seperti mengantar anak sekolah setelah itu sibuk mengurus 
pekerjaan lainnya. (16/04/20 15) 
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Kurangnya kedisiplinan petugas pelayanan tersebut salah satu 

penyebabnya juga adalah belum ada peraturan yang tegas dari 

pemerintah daerah tentang kedisiplinan atau petugas pelayanan tidak 

ada sanksi apabila tidak disiplin. Sanksi kedisplinan tidak dapat 

diberikan karena keterbatasan petugas dan kurangnya pengawasan dari 

pimpinan dan pemerintah daerah. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian diatas terdapat beberapa hal yang dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini : 

I. Profesionalisme dari Aspek Responsifitas. upaya yang telah dilakukan 

Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue 

dalam merespon aspirasi publik sudah dilaksanakan dengan mengadakan 

dialog interaktif di Radio, mengadakan dialog dengan warga di Desa, 

menyediakan kotak saran dan menampung semua aspirasi masyarakat, 

akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue belum konsisten terhadap apa yang telah menjadi komitmen 

mereka untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu dan aparatur Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue masih terbentur 

oleh keberadaan aturan formal yang secara tegas mengatur apa yang 

menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

artinya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipillebih mengacu 

kepada petunjuk atasan dari pada mengacu kepada masyarakat dengan 

berinisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan yang dapat 

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima 

2. Profesionalisme dari Aspek Akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue prioritas pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat belum 
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sepenuhnya dapat direalisasikan. Berbagai sumber daya organisasi tidak 

sepenuhnya dikonsentrasikan untuk pemenuhan kepentingan lain. Banyak 

aparat pelayanan selain mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan, 

juga dibebani oleh tugas-tugas lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas­

tugas pelayanan. Berbagai tugas dan pekerjaan sampingan yang dilakukan 

oleh aparat tersebut berdampak pada terbengkalainya tugas pokok 

pelayanan dan tertundanya proses pelayanan. Sehingga wajar apabila 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan akuntabel menjadi 

tertunda dan harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan 

dikarenakan aparatur tidak ada ditempat. Fenomena tersebut menunjukan 

bahwa birokrasi belum sepenuhnya memberikan penghargaan yang layak 

kepada masyarakat. Masyarakat masih ditempatkan pada kedudukan yang 

lemah sehingga kepentingannya sering kali dipinggirkan oleh kepentingan 

yang lain bahkan kepentingan pribadi. Adanya petugas pegawai yang 

keluar dari tugas dan fungsinya sebagai abdi Negara dan masyarakat pada 

saat jam kerja atau dinas kantor merupakan fakta yang membuktikan 

bahwa kepentingan masyarakat belum menjadi fokus utama dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

3. Profesionalisme dari Aspek Inovasi. Profesionalisme Aparatur dalam 

pelayanan publik ditinjau dari sikap inovatif pegawai di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, maka dapat 

diketahui bahwa profesionalisme aparatur belum secara optimal dilakukan 

oleh pegawai karena ; Belum nampak adanya inovasi-inovasi baru dari 
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para aparatur di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simeulue ; Masih adanya hambatan yang bersifat 

individual dan lembaga dalam mengembangkan pola kerja yang inovatif. 

Fakta dari hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa sikap inovatif 

aparatur perlu ditumbuhkan dan dikembangkan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue. Aparatur belum menampakkan 

perbedaan-perbedaan cara kerja, demikian juga dengan kondisi kerja yang 

masih sangat terbatas, tentunya memerlukan daya imajinasi baru bagi 

pegawai untuk melakukan perubahan. 

4. Profesionalisme dari Aspek Kompetensi dan Keterampilan. Pengetahuan 

aparatur kenyataannya mengindikasikan bahwa, aspek pengetahuan 

(knowledge) aparatur masih menjadi persoalan mendasar yang 

menghambat aparatur untuk mewujudkan profesionalismenya dalam 

bidang tugas pekerjaan atau profesinya. Dalam hal competent 

application (aplikasi kecakapan), sebagian besar aparatur dengan keahlian 

atau kecakapan yang belum menggembirakan dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan dan fungsinya. Kemampuan kerja aparatur yang kurang 

menggembirakan kemampuan kerjanya dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli, yakni bahwa rendahnya kemampuan kerja 

dan keterampilan/k.eahlian menyebabkan aparatur masih sulit diharapkan 

menampilkan sosok profesionalismenya. Permasalahan mendasar yang 

masih dihadapi adalah masih adanya aparat yang ditempatkan dalam suatu 
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bidang tugas dan formasi jabatan yang kurang sesuai dengan kompetensi 

(pengetahuan, keahlian dan pengalaman) yang dimiliki. Sikap (attitude) 

berperan sentral dalam pembentukan profesionalisme aparatur. Sikap 

tersebut harus didukung pengetahuan, keahlian dan pengalaman 

(kompetensi) dan kepercayaan. Sikap yang positif dari aparat akan 

menghasilkan perilaku yang positif pula, terutama kemampuan kerja, 

produktivitas, pencitraan dengan landasan utama adalah penegakan 

nilai-nilai (tata nilai). Hal ini terlihat dari berbagai indikator yaitu 

penggunaan acuan pelayanan yang masih kurang konsisten. Untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas 

yang semakin hari semakin kompleks dan dengan persaingan yang 

semakin mengglobal, maka dibutuhkan sumber daya aparatur yang 

profesional. Idealnya, kebutuhan tersebut dapat dilakukan secara 

komprehensif mulai dari perencanaan, pengadaan penempatan, 

pengembangan aparatur, penilaian kinerja, promosi, pendidikan dan 

pelatihan, kompensasi dan penerapan disiplin pegawai, maka berdasarkan 

hal tersebut diatas aparatur birokrasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dalam memberikan pelayanan 

secara profesional belum mencerminkan kompetensi dan keterampilan 

yang dimiliki. Kompetensi dan keterampilan aparatur Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dalam 

memberikan pelayanan hanya berdasarkan pengalaman tanpa diimbangi 

dengan kemampuan dalam pendidikan dan belum semua aparatur dapat 
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mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

A. Saran. 

Adapun saran-saran dari hasil penelitian guna untuk meningkatkan 

profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue, antara lain sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan pembinaan sumberdaya aparatur dalam bentuk pendidikan 

dan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan keahlian pegawai dengan memberikan beasiswa untuk 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selain itu dapat melakukan 

magang atau kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, baik 

yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun lembaga 

diluar daerah. 

2. Perlu adanya perbaikan sistem dan membuat prosedur pelayanan yang 

baku kemudian mempublikasikan kepada masyarakat melalui media papan 

informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue. 

3. Perlunya pelatihan tata krama dan pembinaan secara simultan kepada 

semua aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simeulue agar menumbuhkan kesadaran untuk memegang teguh etika dan 

moral aparatur dalam bersikap dan bertindak baik kepada atasan, rekan 

kerja maupun masyarakat sebagai penerima layanan. 

42441.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



117 

4. Sarana/fasilitas kerja pegawai yang kurang menunjang operasional 

pelay~ baik secara kualitas dan kuantitasnya. maka perlu dilakukan 

penambahan anggaran operasional kantor untuk memperbaiki/menambah 

saranalfasilitas penunjang kerja pegawai. 

5. Perlu adanya peningkatan kedisiplinan pegawai dengan cara menegakkan 

aturan secara adil dan tidak diskriminatif. 

6. Perlunya peningkatkan alokasi sumber dana/anggaran melalui rencana 

anggaran belanja daerah yang diajukan tiap tahunnya. 
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DAFTARNAMAPEGAWAI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN SIMEULUE 

NAMA 
PANGKAT/ 

JABATAN 
GOURUANG 

2 3 4 

YUSNI YUSUF, SE Pembina Tk. I 
Kepala Dinas 

19580304 198503 2 002 (IV /b) 

RAHMA T Y ANTO, S.P Pembina Tk. I 
Sekretaris 

19630901 198801 1 002 (IV /b) 

YULFA, SE Pembina Kepala Bidang Penyusunan 
19750319 200112 2 001 (IV/a) Program Evaluasi dan Pelaporan 

ERWIN EDINSY AH PUTRA, SE Penata Tk. I 
Kepala Bidang Kependudukan 

19740727 200112 1 003 (TII/d) 

ROSMA WATI, S.Pd Penata Tk. I Kepala Bidang Infonnasi dan 
19751201 200112 2 003 (TII/d) Perkembangan Penduduk 

Drs. AHMAD Penata Tk. I 
Kepala Bidang Pencatatan Sipil 

19660624 200312 1 001 (IIlld) 

ROSMA WAR, SE Penata 
Kasie Pelayanan Infonnasi Data 

19770612 200604 2 004 (IIllc) 

SUSY YUENNY, SS Penata Kasie Pelayanan Infonnasi 
19790621 200504 2 002 (lll/c) Penduduk 

RIKA ARDIANA, SE Penata 
Kasubbag Keuangan 

19771231 200604 2 033 (IIllc) 

ELFIANTI NO FIT A, A.Md Penata Muda Tk. I 
Kasubbag Kepegawaian 

19770510 200112 2 002 (Illlb) 

AFRIDA KVRNIA, SE Penata Muda Tk. I Kasi Pemaantauan Evaluasi 
19690204 200212 2 002 (Illlb) dan Pelaporan 

HASLINDA, SE Penata Muda Tk. I Kasi Verifikasi Data dan 
19690212 200312 2 002 (Illlb) Validasi Data 

ASPIANI, SE Penata Muda Tk. I Pit. Kasubbag Umum dan 
19770305 200112 2 002 (Illlb) Perlengkapan 

JUMARUN,SE PenataMuda 
Pit. Kasie Pencatatan Peristiwa 

19760713 200701 1 002 (lilia) 

KARIANG RAHMA T, SE Penata Muda 
Pit. Kasie Data dan Infonnasi 

19830620 200801 1 002 (lilia) 

ISNAH DEW! PHERMANA, SE Penata Muda Pit. Kasie Kasie Pengelolaan 
19860521 201103 2 002 (TII/a) Identitas dan Mutasi Data Penduduk 

PURNAMA SAMOSIR, A.Md PenataMuda 
Staf 

19820212 200504 2 002 (lllla) 

DADANG KVRNIA WAN, SE PenataMuda 
Staf 

19800630 200112 1 004 (lilia) 

EPI YUSANTI, A.Md PenataMuda 
Staf 

1981 0920 200604 2 018 (lilia) 
---------- --- - ------- - ------- - - --- ---- -- ------- - - -

KET 

5 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 
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RULIA SARI ANGGREMI, A.Md 
19871221 201003 2 001 

YUYUN ERITA 
19810101 200504 2 002 

r 
LEOFARDIN 
19820812 200504 1 002 

DEDI RUKMANA 

J 19820626 200604 1 004 

RAZALI, A.Md 
i 

19620606 201405 1 001 

HERMAN SETIAWAN 
5 

19711021 200701 1 001 

16 UMARJONO 

r' 19770701 200704 1 001 

b SALAWATI 
19811013 200801 2 002 

~8 ffiNUMAJA 
19720806 201001 1 010 

•29 ELFARIANTO 

po AJISMAN SUMARTO. SH 

r 31 CUT ANI AFRIMANIT A, S. TP 

r 32 DEDEK W AHYU KURNIAWAN, SH 

33 CUT ARIT A, SP 
I 
1

34 INDRA FANSURI 

35 MAHYULIR 

36 AHMAD JASANI 

j37 SAFWAN 

38 FITRIA WULANDARI, A.Md 

Pengatur Tic I 
(Ill d) 

Pengatur 
(II/c) 

Pengatur 
(II/c) 

Pengatur 
(Ill c) 

Pengatur 
(II/c) 

Pengatur Muda Tk. I 
(II/b) 

Pengatur Muda Tk. I 
(lllb) 

Pengatur Muda Tk. I 
(II/b) 

Juru 
(I/c) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, 

YUSNI YUSUF, SE 
Pembina Tk. I 

NIP 19580304 198503 2 002 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

Honor 
Daerah 

Tenaga 
Bakti 

Tenaga 
Bakti 

Tenaga 
Bakti 

Tenaga 
Bakti 

Tenaga 
Bakti 

Tenaga 
Bakti 

Tenaga 
Bakti 

Tenaga 
Bakti 

Tenaga 
Bakti 
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LAMPIRAN TRANSKIP JAW ABAN 
HASIL W A W ANCARA INFORMAN 

Bagaimana cara lnstansi Bapakllbu dalam menampung aspirasi publik ? . 
No Informan Jawaban 
1. Kepala Dinas Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna 
merespon asprras1 publik dan kemajuan 
teknologi an tara lain menyelenggarakan 
kegiatan-kegitan sebagai berikut : 
l. Mengadakan dialog interaktif di Radio. 
2. Mengadakan dialog dengan warga di Desa 

dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Simeulue. 

3. Menyediakan kotak saran. 

Sejauh mana aspirasi terse but telah direalisasikan ? . 
1 Kabid Kependudukan Sebagai bentuk langkah nyata dan kepedulian 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . 
terhadap kebutuhan masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan yang cepat maka 
ditempuhlah percepatan proses penerbitan akta 
catatan sipil. 

Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Instansi Bapak/Ibu dalam 
mengakomodasikan aspirasi tersebut kedalam program dan pelayanan?. 
1. Kepala Dinas Hambatan-hambatan menindak lanjuti aspirasi 

dan tuntutan masyarakat lebih dikarenakan kita 
banyak terbentur oleh keberadaan aturan formal 
dan belum adanya petunjuk teknis dari Bupati. 

Bagaimana cara yang dilakukan oleh Instansi Bapakllbu dalam meminimalisir 
hambatan-hambatan tersebut ? . 
1. Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue melakukan koordinasi 
dengan Pimpinan Daerah untuk menempuh 
kebijakan-kebijakan tentang keberadaan aturan 
formal. 

Bagaimana sikap inovatif aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Simeulue? 
1. Sekretaris Profesionalisme aparatur belum secara optimal 

dilakukan oleh aparatur karena ; Belum nampak 
adanya inovasi-inovasi barn dari para aparatur 
di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue ; Masih 
adanya hambatan yang bersifat individual dan 
lembaga dalam mengembangkan pola kerja 
yang inovatif 
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Mengapa aparatur di Intansi Bapakllbu tidak memunculkan inovasi atau kreasi­
kreasi untuk menciptakan aparatur yang profesionalisme.? 
No ) Informan ) Jawaban 
1. I Kepala Seksi Pelayanan Inovasi sebagai bentuk mencari, menemukan 

Kependudukan dan dan mengunakan cara kerja bam dirasakan 
Pencatatan Sipil. sangat riskan bagi kita serta dianggap tidak 

loyal kepada atasan dan aturan formal terutama 
jika inovasi tersebut keluar dari aturan formal 
yang ada Inovasi juga tidak memberikan apa­
apa terhadap karier seseorang karena belum ada 
aturan yang menjelaskan tentang insentif yang 
diterima bagi inovasi yang dihasilkan. 

2. J Kepala Seksi Pelayanan bahwa inovasi rnasih merupakan sebuah 
"uthopia, bahkan menjadi momok yang 
menakutkan jika tidak ingin dicap sebagai 
aparat pembangkang yang tidak loyal dan taat 
kepada atasan dan aturan formal yang ada. 
Sehingga melahirkan istilah "hidup segan mati 
tak mau, dimana pada prinsipnnya jajaran 
birokrasi ingin melakukan yang terbaik bagi 
peningkatan pelayanan akan tetapi karena 
tersandung oleh keberadaan aturan formal dan 
loyalitas buta kepada atasan dan aturan formal 
membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. 

Bagaimana tanggapan Bapak/lbu mengenai tingkat pengetahuan aparatur/pegawai 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip_il_~bupaten Sirneulue. 
1. I Kepala Dinas I Kemampuan pengetahuan aparatur Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Simeulue dapat dikategorikan tidak optimal, 
pengetahuan aparatur masih relatif kurang, 
terutama pengetahuan mengenai visi dan misi, 
pengetahuan tentang hak dan kewajiban, 
pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab, 
pengetahuan mengenai peran dan instansi, serta 
pengetahuan mengenai manajemen pelayanan, 
bel urn optimal atau masih perlu ditingkatkan. 

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai tingkat kemampuan kerja 
aparatur/pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Simeulue. 
1. I Kepala Dinas I Kemampuan kerja aparat Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan 
tugas pekerjaan dan fungsinya dapat 
dikategorikan tidak optimal. Kemampuan kerja 
aparat yang agak lebih baik adalah dalam 
menunjukkan prestasi k~~~u~rja, 
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kemampuan melaksanakan tupoksinya maupun 
tanggung jawabnya, dan kemampuan 
melakukan koordinasi dan kerjasama 
Sedangkan keterampilan yang lebih rendah 
atau masih sangat kurang adalah kemampuan 
mengambil keputusan atau inisiatif, 
kemampuan berdisiplin melaksanakan/ 
menyelesaikan tugas pekerjaan. Kurangnya 
kemampuan kerja tersebut berimplikasi pada 
kurangnya profesionalisme aparat birokrasi 
dengan kata lain, faktor kemampuan kerja, 
masih menjadi penghambat untuk mewujudkan 
profesionalisme aparat birokrasi. 

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai sikap aparatur/pegawai di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil I<.a1J1Jpaten Simeulue. 
1. I Kepala Dinas I Sikap aparat terhadap pekerjaan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Simeulue dapat dikategorikan tidak optimal. 
Partisipasi dan komitmen dalam melaksanakan 
tugas pekerjaan agak lebih baik, dan yang 
masih sangat kurang adalah kepuasan (terhadap 
lingkungan kerja, pendapatan, kepemimpinan). 
Sedangkan minat dan kemampuan, dan 
kesenangan bekerja juga relatif masih agak 
kurang. 
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Bagaimana proses pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue ? . 
No Informan Jawaban 
1. Masyarakat Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

belum memuaskan karena tidak konsisten 
terhadap apa yang telah menjadi komitmen 
mereka. 

Berapa beban biaya yang dikenakan kepada Bapakllbu ? . 
1 Masyarakat Gratis I tidak dipungut biaya setelah perubahan 

atas qanun nomor 17 tahun 2012, tentang 
retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akta 
catatan sipil. 

Berapa hari akta tersebut akan selesai diproses ? . 
I. Masyarakat 2 (dua) hari untuk akta catatan sipil dan 7 

(tujuh) hari akta catatan sipil yang terlambat. 
Bagaimana tingkat kedisiplinan aparatur pelayanan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue ? 
1. Masyarakat Kurang disiplin, berhubung apabila kita ingin 

mendapatkan pelayanan yang cepat, kadang-
kadang petugas pelayanan belum berada di 
kantor. 

42441.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



102 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin. sopan dan santun. ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah 

dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, 

seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penentu dalam 

menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga 

diharapkan tersedianya fasilitas yang memadai, di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue sudah cukup 

sangat mendukung aktivitas pemberi pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan data-data hasil penelitian diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa seluruh aparat yang ada di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, telah sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing, dengan memberikan kemudahan akses dan tidak ada 

masyarakat yang mengurus pelayanan dengan menunggu terlalu lama. 

2. Faktor Penghambat 

a Rendahnya tingkat pendidikan pegawai (kualitas SDM) 

Dari segi kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue perlu 

untuk diberikan kesempatan meningkatkan pendidikan formalnya. 

42441.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



103 

Karena dengan tingginya pendidikan cenderung mampu memiliki 

kualitas dalam mewujudkan pelayanan publik. Dengan harapan 

sumber daya manusia tersebut mememiliki kualifikasi tertentu. Dalam 

kaitannya dengan hal ini sosok atau figur sumber daya manusia 

Indonesia pada abad ke-21 adalah manusia-manusia yang memiliki 

kualifikasi (Tangkilisan 2005; 277) sebagai berikut : 

1. Memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau 

prilaku yang relevan dan mampu menunjang pencapaian sasaran 

dan bidang tugas dalam suatu organisasi. 

2. Memiliki disiplin kerja, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap 

pekerjaan dan organisasi. 

3. Memiliki rasa tanggung jawab dan pengertian atau pemahaman 

yang mendalam terhadap tugas dan kewajiban sebagai karyawan 

dan atau unsur manajemen organisasi. 

4. Memiliki jiwa dan kemauan atau hasrat yang kuat untuk 

berprestasi, produktif dan sikap profesional. 

5. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan 

potensi dan kemauan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan 

tugas organisasi. 

6. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidanng teknik maupun 

manajemen dan kepemimpinan. 

7. Memiliki keahlian dan keterampilan yang tertinggi dalam bidang 

tugas dan memiliki kemampuan ahli teknologi. 
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8. Memilikijiwa kewirausahaan yang tinggi dan konsisten. 

9. Memiliki pola piker dan pola tindak yang sesuai dengan visi, misi 

dan budaya kerja organisasi. 

Mengingat latar belakang pendidikan formal yang dimiliki oleh 

Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simeulue dengan latar belakang keilmuan yang berbeda­

beda. Hal tersebut masih harus didukung dengan pemberian 

keterampilan teknis tambahan yang berhubungan dengan tugas-tugas 

pelayanan melalui diklat, pelatihan maupun seminar dan keterampilan 

pelayanan. Sebab pelayanan publik merupakan kombinasi antara seni 

dan ilmu. Untuk mempelajari bagaimana menciptakan pelayanan 

dengan hanya memiliki teori atau prinsip, melainkan harus berani 

mencoba mempraktekkan pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku 

kepada pelanggan. 

Kemampuan aparatur birokrasi merupakan pilar penyangga 

bangunan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk 

itulah diperlukan adanya langkah-langkah dalam upaya pengembangan 

orientasi perolehan atau kuali:fikasi yang berhubungan dengan 

kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, agar aparat birokrasi dapat 

berperan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah. Birokrasi 

sendiri diartikan sebagai pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh 

orang-orang yang memeritah secara profesional, inilah esensi dari 

birokrasi (Albrow, 2005; 9). 
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Pembinaan sumber daya aparatur birokrasi merupakan bagian 

integral dari kepentingan untuk meningkatkan kualifikasi aparatur 

birokrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Siagian (1994; 179) telah 

menegaskan pentingnya pembinaan kua.litas sumber daya aparatur 

birokrasi yag dianggap memegang posisi sentral dalam organisasi 

birokrasi. Pembinaan sumber daya aparatur mencakup faktor-faktor 

kualifikasi, keterampilan, jumlah, kemampuan pelaksanaan tugas dan 

masakerja. 

b. Penyimpangan 

Kewenangan diskresi merupakan suatu langkah yang ditempuh 

oleh administrator untuk menyelesaikan kasus tertentu yang tidak atau 

belum diatur dalam regulasi yang baku. Tindakan diskresi diperlukan 

agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal, 

sekaligus mampu memenuhi tujuan, visi dan misi organisasi publik 

secara sistematis dan akurat. Kualitas pelayanan yang prima 

membutuhkan tindakan ini karena para pengguna jasa pun 

membutuhkan suatu kondisi pelayanan yang cepat, akurat dan 

memuaskan kebutuhannya. 

Pertimbangan melakukan diskresi adalah adanya realitas bahwa 

suatu kebijakan atau peraturan tidak mungkin mampu merespon 

banyak aspek dan kepentingan semua pihak sebagai akibat adanya 

keterbatasan prediksi para aktor atau stakeholder dalam proses 

perumusan suatu kebijakanlperaturan. Jadi tindakan diskresi 
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diperlukan sebagai kewenangan terhadap suatu permasalahan yang 

belum diatur dengan jelas atau dipergunakan untuk mempennudah 

pemberina pelayanan kepada masyarakat. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan 

aparat untuk mengambil tindakan diskresi bervariasi. Bahwa masih 

terdapat aparat yang cenderung masih relatif kaku menjadikan 

peraturan dan prosedur yang ada sebagai pedoman yang harus tetap 

ditaati sebagai petunjuk ketika ada persoalan dalam memberikan 

pelayanan. Diskresi belum dilakukan secara efektif, kerancuan dan 

ketidakjelasan dari tindakan diskresi sendiri menimbulkan keraguan 

dalam pemecahan masalah yang tidak ada aturannya, menjadikan 

aparat lebih mengacu padajuklak atau atasan yang lebih tinggi. Faktor 

kewenangan diskresi aparatur birokrasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue lebih cenderung menjadi 

penghambat aparat untuk mencapai kinerja yang lebih baik/optimal. 

Hal tersebut menjadikan birokrasi sangat lemah dalam 

berinisiatif dan berimprovisasi saat memberikan pelayanan. 

Implikasinya adalah birokrasi menjadi kurang dapat merespon setiap 

perubahan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, tennasuk 

rendahnya daya inovasi pelayanan publik. Bagi mereka pimpian 

adalah orang yang harus dianut dan ditaati segala perintahnya. 

Petunjuka atasan masih dijadikan pedoman bagi aparatur yang 

memberikan rasa ketenangan dalam menjalankan tugasnya dan aman 
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